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KESEN}ANGAN REGIONAL BAN
. DAMPAKNYA: TERHADAP
_PERIMBANGAN KEUANGAN __PUSAT

_§?A¥SAL.'SIAGIAN '_

I\.oncentmsz ckononti bukan saja tefjszdz antar sekm? mpz ]ugcz dan _
lebih parab - adalah kesen]cmgcm antara perimbangan kemngan pusat
dan dagrah. Kesenjangan jenis ini babkan akan bisa memicu proses
dzsmregmsz bangsa, Sebenarnya proses kesenjangan ini memp:zkan
proses refayasa dart kebijakan orde sebelumnya Karena itu, lewat
. tulisan ini - selagi digalak- galafeannya arus reﬁ)mczsz maka
_ refomasz kebz]czf'ecm kenangan antar pusar dan daerah mesti dikaji
dcm dzrefwsz lang. Data-data yang disajikan rulzsan ini akan

' memberzkan masuk.cm yang berbarga. .

'_'etormasx Vang mui:u menggehndmg bulan Mex 1998, ber—
pengaruh besar terhadap eksistensi pemerintak daerah.
. Wilayah-wilayah geografis dan kelembagaannya yang ter-
desentralisast dan otonomi memiliki tingkat signifikansi dari
dampak reformasi dengan skala variabel yang berbeda-beda. Salah
satu tuntutan daerah yang makin marak dewasa-ini adalah perlunya
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pengaturan yang jelas dan transparan dalamh pembagian Kekayan
daerah khususnya dalam bentuk wundang-undang perimbangan
keuangan antara pusa, dan daerah-secara adil dan makmur. -~

“Selama ini'isd kesenjanaan pusat dan ‘daerah” dari perspekmf
desentralisasi dan oronomi dengan titik berat:pada daerah tingkat
11, bersifat sektcual dan spas;al Oleh sebab itu permasalahan kesen-
jangan dari’ perbpekuf regional harus ditangeulangi, ‘baik dengan
._menoan)urkan penaekatan yang mendorong permmbuhas:_a eko-
" nomi regional, maupun dengan ¢ara pilihian strategi kebijakan pem-
 bangunan ekonomi regional yang mampu memberdayakan peme-
r;mah daerah. Secara ekonorm -politik, pelaksanaan otonomi di
daerah tingkar II harus mengandung keinginan untuk menyeim-
bangkan hasﬂ pembangunan secara regional dan sektoral.

Bagaimana imphlikas: kesenjangan regional dan dampaknya
terhadap peumbangan keuangan pusat aka.n tertuang daiam a}m
dan wacana ; _

% Otonorar din desentralisasi
I&esen;angan penmbangan keuangan pusat dan derah
e _"_dalam perspektif * reglonal dan 1mphkasznva terhadap
©pelaksaniaan otonomi daerah tingkar I Y
e Usaha umuk mengatam kesenjanvan penmbangan ke-
" uangan puisat dan daerah dalam perspektif regional dalam
* kerangka pelaksanaan otonomi di daerah tmvkat .

Dari 413 daerah tingkat I, sebenirnya tidak semua mern-
punyai kemampuan yang sama dalam melaksanakan Dau I, sebab
terdapat keterkaitan antara kesenjangan dalam perspektif regional
dengan keterbelakangan ekonomi (sumber dana), sostal maupun
pohmk dari daerah- daerah tmgkat II tersebur, sehingga pelaksanaan
otonomi pada daerah tmc'kat II ini menjadl plhhan yang ber51fat
dllemans T

96




TRJAUAN

- Kesenjanoan Regmnai

K ﬁjanvan Reg nal-}.G' W hamson (1963 3-45)___
bahwa bag1 aegara yang mengalamt d1spar1tas regzon_

dm pemerataan dari hasxi«ﬁasd pembangunan Tahap
k; L dengan._ penode___stablhtas yang. dztauciaz dengan

suaty’ proses yang “akan terjach cian ndak dapat dliundarkan semng
denvan kema}uan daiam pembangu,nan ekonomz naszonal suatu
negara. . B
” Keduaz, kelompok teoritisi yang lain berpendapat bahwa ke~
senjangan dari perspektif regional bagi negara berkembang dewasa
ini berasal dari paradigma globahssm berhadapan dengan tantangan
pembangunan nasional yang jauh berbeda daripada sebelumnya.
Ketiga, para ekonom dari aliran ' developmentallst mengan-
jurkan diterapkannya pendekatan kebijakan pembmgunan regio-
ml vang dalam jangka pendek terarah pada program "social deve-
lopment" serta dalam jangka panjang dapat mendorong perturh-
buhan ekonomi yang tinggt (Gunnar Myrdal 1978, Beia Balasa
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neo—koiomahsme dan adan}a bentuk penghxsapan dari negara ma;u
kepada negara. berkembang (_Mmhael Todaro 1978, Samir Amin
1973 Srlt_t;' ‘Arief/Adi'Sasono 1994 Ian’ Roxobrough, 1983)." °
 Kelimd; kesenjangan dari perspekif regional sudah men;adl
masalah nasional yang terlihat nyata melalui ‘analisa‘lintas’ spauial
dan analisa lintas. ‘sekroral. Analisa lintas sparial akan membedakan
ungkaz pendapatan antara satu propinsi dengan propinsi, misalnya
antara Kawdsar Barat’ Indﬂnesza “(KBI) ‘dengan ‘Kawasan Timur
Indonesia” {K'TD), aritara désa dan kota, sedangkan analisa ‘lintas
sekroral menunjukkan perbedaaﬁ tmgkat pendapa:an antara sei«:\:or
pertaman dafindustrr,
Secara kuantitarif kesen;angan dari perspekmf regmnai dapat
dzketahm berdasarkan sejumlah tolak ukur antara_lam '
('3.} Berdasarkan "ketensolasmn daera.h' antara. pusat “dan
daerah.” nd 2 '
(2 “Berdasarkan tmgkaz pendapatan dan pemerataan hasﬂ
Ce na511 pembangunan ' BT
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vozo- Hubungan:antara késenjangan wilayah :dengan pendapatan
“#4. berkapitasering: dilukiskan sebagal "kurve genta”: - -
+(3). - Berdasarkan =penyebaran: prasarana 5031a1 dars pemba—

1) Berdasarkan persomi dan mutu sumber daya manusia;
{72 Berdasarkan' lokasx geografxs dan kulmral (Kaem;ara— .
Csinvamingrat 1987). ;
oir (8) Berdasarkan . hu'bungan keuangan pusat—daerah (Dick
“Evans: 199.}) 1 st G

S;tuas; pada sebuah negara yang secara geograhs cian budava
sangat heterogen sepem Indonesta, diperumit lagi oleh kebutuha.n
untuki memasukkan-arti-penting perspektif regional (daérah) dalam
seuap proses perumusan kebijakan. Singkataya. dalam mengeks-
ploirasi suatt wilayah' demi-kepentingan wilayah yang lain sesung-
" guhnya mungkin merupakan pendekatan yang-efisien untuk me-
maksimatkan penumbuhan secara keseiumhan dalam ]angka pan-
jang dan jangkdpendek. T N : A

- Namun kenyataannya berbeda dengan teor: atau. konsep,
sebab telah terjadi disparitas -regional ‘dalam melaksanakan pem:
bangunan. Dan pada gilirannya yang lebih ironis lagi adalah
daezah -daerzh yang relarif kaya dengan sumber daya alam ternyata
menderita: kemiskinan -kronis. Amnya daerah. yang relaiii kaya
dengan tngkar pertumbuhan. tinggi, tapi ‘mempunyai singkar
pendapatan dan pemerataan yang rendah: seperti Propinsi Aceh,
Riau, Kalimantan (Barat, Timur,. Tengah dan. Seiatan) 1rian, dan
lain-lain/dan sebagainva. : :
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Saiah satw dari komitmen formallegalistik untuk: menerima
bentul«. negara ‘kesaruan: Rl ‘adalah»Undang-undang Dasar’ 1945
dan*UU ‘Nomor5/1974:tentang - pokok—pokok pemermtahan di
daerah vang sudah bemsm 24 tahun, Pelaksanaan. Undang-undang
No 5/1974 d1t1n;au dart aspek pembaagunan regional adalah bah-
wapembangunan harus dilakukan:secara’ Berimbang dengan meli-
hatfaktor-faktor: produksi yang: memungkinkan: {er]achnya peme-

. rataan pendapazan dan kemakmuran' esejahteraantsecara berke-
' 1anjuta11 : ‘
Se)ak aw al Orde Baru, Indonesxa teiah menampﬁkan keber—
basﬂm pembangunan secara meyakinkan, : “Anglka- pen:umbuhan
chrdcrara selamalima Pelica (1970-1994): 7% suatu angLa vang ‘cukup
mevakinkan, pendapatan perkap;ta juga natk menjadi 1000 dollar
AS. Namun di balik keberhasilan itu, masih terdapat 27 jura rakyat
vang berada di bawah garis kemiskinan;kesenjangan: regional yvang
semakm parah’-dan’ kegagalan Liyang merupakan: subyek pesde-
bagan' - dalam menanﬂgulangl kemmpangan dan kesen}angan dan
perspektlf regional.s

~Sebagaimana . yang’ telah ch}elaskan d; atas;’ malxa salah sati
faktor ‘penyebabmunculaya: kesenjangan antar | wilayah: Dati Il
adalah “karenasbelum stumbuh’ dan - berkembangnya kemandirian
pemerintah daerah tmgkat II. Salah satu tolak ukur:dari: kesen-
jangan “antar wilayah iru-adalah tidak samanya: daya saing yang
kuat: bagt ciaerah yang. bersanvkutan sebagai hasﬁ proses per{um~
buhanaya: : 3

\/Iasmc-masmg Datl II t1dak akan mempunyal peluang dan
kesempatan yang sama untuk menumbuhkembangkan dan meru-
muskan daya saing: ini;-di samping itu kebutuhan serta perma-
salahan vang menjadi kepentingan mas1ng~masmg Dau I juga ber-
beda, Melalui usaha bersama dan. partisipasi ‘masyarakat dengan
pemerintah daerah tingkat If usaha untuk menumbuhkembangken
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'-I\emanciirmn ini selanjuinya akan’ dapat membenkan soiusx dan
kesenjangan antar wilayah dan Doari IT ini. : o
Berbicara mengenai _kesenjangan antar wilayah urnumnyaj
dan kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan
‘Kawasan Timur Indonesia (KTT)‘pada:khususnya, maka upaya un-.
-tk menghilangkan kesenjangan regional itu belum tuntas sepenuhb- -
" aya. Persoalan kesenjarigan pembangunan antar wilayah Dati. I

. diantara KTI dan KBI sudah merupakan. akumulast persoalan yang ..

“harus segera dirangani dengan serius. Kalaupun sekarang dibentuk-
Badan Pembangunan KT yang diketuai oleh:Bapak- Presxden BJ
Habibie “waktu men;abat ‘Menter: Ristek/Ketua BPPT, nazmm:
kegiatannya baru sampai pada identifikasi masalah dalam - mencarl
model p__embangunan yang sesuai dengan KT1. (lihat tabel 1)

Tabel 1 : Perbandingan Beberapa Indikator Ekonomi KB dan KTI

INDIKATOR CogBIT - ETI
Propor51 Tenaoa Ker;a Yang Bekcr]a

Sel{tor Per\:anmﬂ . 5’? S' 65,34 %

- Sektor Pertambangan 2,69 % 0,61 %
-Sektor Industr: . o 1413% B 9,30 %
- hekmr Temer . B o 32,10% o 2474 %
Peran PDRB Yang stumbanc
- Sei\.tor Pertaman G " g T s 3542 %

- Sektor Pertambangan 9.51% 8,81 %

- Sekror Industiri > 29,72 % _ 1241%

~Sektor Tertier SHIT% T 0%
PDRB Perkapita : Rp 1.527.864 . ‘Rp 1:357.818
Konsumsi ramak tangga perkapita ~ Rp 770.077. Rp513.945. -
Dana Perbankan Perkapita Rp 1.588.594 Ryp 2§1.272
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Krediv Perbanlian perkapita - L -Rp "33 89‘.; b
Dana Perbankan Nasional s BSG
Kr bankaﬂ ﬁasional 5%
Pr feg asion o 5% L _
Prcmor51'Meo1PmVék PMA T\Iauszonal S R " 9 R

Proporsi Megaproyek PMDN ’mg dlmlhk_,_
'lﬁﬁdlfﬂadan I_;saha Plisat - b

?ropom Megaproyel PMA 3 yang saham dmuldu lmionesm 3 de

Pribadi/Badan Usaha Pusats <. = - .'79
Pnbad' Badan LsahaDaerah - e 99
Bl R st g 150 %

Gabungan/Publik B4

Sumber ! Christianto Wibisone, 1ndonesxan Regxona! Profile PDEI Jakarta 1995
.®  Kawasan Barat Indonesia (KBD meliputi Pulay Sumatera, Jawa, Bali. Sedanghan Kawa-
T san T termasuk dalam Kawasen Timur Indonesia {ETD. Semua dats ada]ah unuk
rahun, 1993, kecuali (%) 1995. Suaty ironi yang menyedibkan juga verlihat dari tazal kre-
dit permn]\m vang disshurkan, K12 hanya memi\.matz 5% dari kredit perbankas masio-
nal pada posisi bulan Maret 1993, turun daci 9 %. Padahal dana perbankan yang dikum.
pulitan dart masyarakar mengalami kenzikan dart 5 % menjadi 6 %. Diand vang dikum-

pulkan dan masyarakar KTI makm banva%s tapi penvaluran kredu ke hTI semnhm
sedikir, o 3

San Tszbei 1 di atas besam}ra kredit yang dlsalurkan ix.e KTI
vang penduduknva 11% dari total penduduk Indonesia, hanya
mencapai 5%, sementara Pulau Jawa dan kawasan barat lain men-
dapar 95% kredit perbankan. Sama pula halnya dengan APBN dan
APBD. KTI hanva memperoleh 6% chbandmgkan dengan K,BE
94%. '

Secara regional, 85 % dari megaprovek PMDN (}ang merni-
liki investast Rp 100 miliar iebih} dan 91 % megaproyek PMA
‘(vang memiliki investasi’ 50 juta dollar AS Iebih) berada di "KBL
Meoaprovek di KTI pun dﬂmasa; oleh bisnis pusat Selain 1 rcu ham~
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pirsemua bidang kegiatan ekonomi, dari industri- mmyak ‘bank,

~ pangan dan lainnya bermarkas seputar Jabotabek. Hal ini menun-

Julkkan. pemusatan (konsemras;) ekonoxm yang sangat tmgg1 ch

jabotabek .

_ Demkan puIa dengan PMA/PMDN KTI hanya kebag1an
' 9% sedangkan Pulau Jawa dan KBI mendapat:91%. Unruk masalah

investast, - PMA/PMDN yang' dilakukan  di- KTI. beium mampu '-

“untul’ rendorong: pembangunan wilayah! Hal

- vestasi yang ditanamkan di KTL, -hasilnya’ tidak dzgunakan lagi.

unruk investasi .di KTI, melainkan cl;tank kembali ke pusat.
Akibacnya di KTI terlihiar secara absolut memang terjadi pertum-
buhan-ekonomi tapi dengan ‘percepatan ‘yang sangat lambat diban-
- dingkan dengan per{umbuhan ekonomi KRI.

Faktor-fakror di atas telah menyebablkan _Mengapa secara re-
latif peringkar pertumbuha_n XTI terus menurun. Secara umurm.
tabel ringkasan tentang Profil Pertumbuhan Ekonomi Regional |
(PDBI 1995) dalam PDRB/per—kap;ta sejumlah propiasi di KTI di-
bandingkan dengan beberapa propinsi di Pulau Jawa: terhadap:
jPDRB/perakapir_a nasional, mengalaxm proses keterbelakangm'

- relatif? (Lucky Sondakh 1995). -

Misainya pada tahun 1970, peringkat Propmsx Sulawesz Utara
dalam PDRB {Produk Domestik Bruto) per-kapita sekitar 11. Pada
Tahun 1994 menurun ké permgkat 18, bahkan proses penumnan
ind berlanjut tertss. Menurut hasil studi’ BAPPENAS (1993} pering-
kat PDRB Propm51 Sulawesi Utara yang sudah melorot pada
urutan 18 pada tahun 1993, diproyekmkan akan semakin melorot
pada permgkat ke 21 pada tahun 2020, ((Luckv W Sondakh 1993
dan 1993)

 Hal ini menun;ukkan. bahwa | proses pertumbuham ekonogm
Prop1n51 Sulawesi Utara mempakan fenomena dari. suatu ?roses
increase 4t decreasing rate yaitu suatu proses di mana PDRB nya
naik secara absolur, tapi tingkar kenaxkannya refatif lebih lambat
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ALe;hadap _-pﬂrtumbuhaﬁ ekonorm nasmnal (Luckv_ W Sondakh

.iamnva di I\TI Ya.nf-r s:mgat parah vaﬁ:u Propmm NTT dan Timor
Timor. di mand PDRB/ per~kap1tanva hanya sekmr 40 % darz rata-

PDRBper-Rapita .0 o ooiopt o 208850 0 B8ST
Konsumsi rumah t tangga per—Kapm U e D B4 _ B67*
D1n1pernan}mn perKapita T H R idmsa s g
;z\reazt Perbanlnn aerKapua I ET R TR B R PSR e
_DISTRIBUS} PDRB DANA DA].\ I\REDIT PERBANKAN DI KTi

Proporsi PDRB TNasional Unguk K T e 500 0000 15,349 J 15,78%
ProporsiiDanz Perbankan Masional iR TL« o 8% oo ..:6%_ :
Préporsi Kredic perbankan nasional di KTI % 5%

- Data Tahun 1993
St;mber Chnsnantc W:b:sono indonesia Reglon:ﬂ Profﬂe PDBI ]aharta ]99::

Pada mbe[ 2 di auas, cinkhns_arkan kenmpangan L.BI KTI
yang “sudah banvak ;chsmgguncr ‘di media massa. Jika melihat indi-
karor-indikator yang ada, maka keadaan KT1 keadaannya tidak
iebih baik ketimbang awal Pelita V. PDRB perkapita KT1 hanya
88,9 % dari nilai KBI, turun dari 89 5 % pada tahun 1988. Demi-
kian pula konsumsi rumah tangga turun drastis dari 80,4 % mlai
KBI pada tahun 1988, menjadi 66,7 % pada tahun 1993. Dana per-
bankan perkapxta }uga semakin .timpang, trun dari 25,3 % nilai
K.BI men;ad: 17,7 %. Selain itu kredit perbankan perkaplta KTI
juga turun. dan 44,6 % mlal KBI men;ach 24,7 %.
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Ditfingau dasi kriteria ketimpangan menurut persentase. pen-
dapatan yang. diterima oleh KT, -secara: menyeluruh tidak terlihat
perbaikan secara berartiy lebih lebih 1ag1 bila kita. melihat chsparltas -_
antara kota-kota, desa-desa; desa-kota antara KBI:dan KT yang re-
latif iebih besar. Untuk, sernentara ini profil ketimpangan KBI dan..

KIL menun] ukkan sesuatu yang berbeda antar Wllayah '

?hRP\?GhAT RELAT‘IF KC}NSUMSI RUMAF! TAN GGA (KRT‘J DAN PDRE: PERKAPlTA DAN
. : PERNGRAT PROPINSI KRT/KAPS'{'A PROPWSI I’DRB/ Kﬁl”i’i’ A
PDRB KRT &/ T (RP} ST ST B PERINGKJ’\T : (RP)
DE{jav:  1.433.890 .1 Kaltim® 7.127.09%
Bal oo 8920 e e D 2 Rime v E e 04197450
Foabiim * . 521.93¢ . IDE ]:&xana ! 4.127.229
Falreng * 7 700 i TropG0e3Q L T TR £ngeh T C-3.123.623
coSumut. o o TBR0. s B e s 1926610
T aum U7saew T 6Bai T T 1627837
33 w S FAIFR0.Liin 10rOF Swmsel Al D 1e05ITIC
: CLOTBROAC -~ BRalemg* - 1520326
Sumse GF2iEse T T wSamw 1Y 2509371
- Riau: R Tt B (TR 02 [ FE T S A9 Kalsel ¥oo o L0 1384444
Sembar LoE95260 L Eiaemo 1342388
*Yabar o T DBEGFSD S I Ralbart A 001.245.948
Swru'ﬂ K 540 o o8 et 8 W3 dabar o R237.645
: 522,660 i 4 Sumirar 1194585
: S R L5 Hideng : TLITL628
.16 Mal Ry B L
17 Bengkthy 696,992
SEDIYTT SRR TS
19 Jambr L R X)
208ulsel’® 7 T 934618 T
iy P20Subar e oo 872693
Bengioulu 22 Lampuny . B033%6
Lampung 23 Suhrat L 795106
NTE .24 Suheng *.
NTT*®
Timon © :
Irja C.539.240
Iminr'es; 3 Indoncs:a ) 1.609.997

Teterangan : Pu’mvmt adalah uotuk masing-masing | PDRB {Hapita dan KRT/kapia.
* adalah oropins: di hw,-m'm Timur Indonesia.
Sumber: Christiante Wibisono - Indonesian Regional PDBI-jakarta 1993
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i+ Sebenarnya; dengan melihaturutan Produk Domestk Regio-
nal-Bruto (PIDRB) per-kapita;:orang vang belum pernah ke Indone-
st tidak ‘akan menyvangka bahwa Pulau ]awa adalah pusat pertum-
buhan‘yang timpang dl TIndonesia, seperti yang terbaca dari Tabel:3
divatas, PDRBeper-kapita-terunggiidicapai oleh: Propinsi Kaliman-
ran Timur (Rp'7,1juta)y ditkuti-oleh Propinsi-Riaw (Rp 4,2 jura);
DKI Jakarza (Rp 4,1 juca), Propinsi D.I Aceh (Rp 3,1 juta) dan
Propinst Irian Jaya (Rp 1,9 'ut;i)” Semua wilayah bagian barat,
tengah «dan timur terwakill divgini. Propinsi -lain - di-Jawahanya
menduduki*papan tengah, di tirutan ke 11 (Propinsi Jawa Timur),
urutan ke 13 (Propinsi Jawa Barat) dan urutan ke 18 (D.I Yogva-
karta). A : -
Ini menandakan babwa Propmm Kahmanta.n Timur, Riau,
DKI }11;31‘{& D.1 Aceh dan Trian Jaya unggul dari propinsi lain.di
dalam produksi dan kegiatan ekonomi. Namun apakah kegiatan
ekonomi dan produksi térsebut dinikmati oleh rakyat setempat?
Jika PDRB per-kapita secara langsung menunmkkc‘m kesejahteraan,
maka tidak ada vang akan menyebu{-nvebut Irian Jaya sebagai
daerah temnggal dibandingkan dengan daerah lain. [rian Jaya acia-
Iah propinsi terkaya kelima di Indonesia.

Akan tetapt produk suatu daerah (yang dltun;ukkan melalu
{(PDRB), tidak semuanya jatuh ke dompet rakyat setempat. Ada
vang dipergunakan untuk membayar gaji karyawan dari daerah
atau negara lain, membayar deviden bagi pemegang saham daerah
dan negara lain, membayar bunga dan hutang luar negeri dan huar
daerah serta dipergunakan untuk re-investasi.

Seberapa besar vang dapat dintkmati oleh rakyat serernpat.?
Konsums: rumah tangga per- kapita menunjukkan seberapa banyak
dari PDRB tersebut vang dinikmati dan dibelanjakan oleh rakyar
di daerah. Dalam Tabel 4 ini juga kiza dapati bahwa konsumsi
rumah tangga di sebagxan daerah tidak sebanding dengan PDRB-
nya. Arau dengan kata lain : usaha ekonomi dan bisnis di beberapa
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daerah; kurang.dinikmati oleh penduduk di daerah tersebut: Jika
Irian. Jaya adalah:propinsi terkaya ke=5 dari segi PDRB perkapita,
1a adalah propinsi rermiskin ke (urutan ke 27) dari segi- konsumsi
rumah tangga per<kapita(hanya Rp 30%.740,-/ orang/tahun)i .. -
Jika D.I Aceh adalah propinsi ke 4 terkaya dari segi PDRB
perkapiia,y 1a hanya inenduduki‘peringkar ke 8 dari segi konsumsi
rumaly tangga per-kapita. (Rp 750.030),: Propinsi ‘Riaut hanya men-
duduki wrutan ke 10 dari segi konsumsi rumah tangga per-kapita
(Rp 656.040,2); padahal Propinsi Riau memiliki-PDRB terkaya ke
(2)-serelah :Kalimantan: Timur. Dengan demikian di: propzns;-pm—
pinsi. dengan PDRB yvang sargat bemr, terdapat. kesenjangan antara
usaha ekonomi dengan porsi ekonomi yang dikensumsi oleh ral-
yat banyak. : : o

Ciri lzhas dari/propinsi-propinst tersebut adalah tekananny’a
pada sektor pertambangan yang menyumbang 32 % dari PDRB
Propins1 D.1 Aceh, 67 % dari PDRB Propinsi Riau dan 55 % darn
PDRE Pmpinsi Irtan Jaya. Padahal rata-rata nasional hanya menca:
pai 10 %. Sektor pertambangan mendatangkan hasil ekonomi yang
besar, namun- kurang menyentuh | perekonommn ralgyar karena
dikerjakan oleh badan-usaha yang besar, yang umumnya berinduk
ke pusat maupun’ MNC (Mulrmarzo:wz’ Cmpomrzon) dan konsor-
stum luar negerl - -

“Disamping terdapat kesen Jangan daiarn PDRB konsum31
rumah tangga, investasi; SDM, kredit perbankan, maka salzh satu
tolak ukur dari kesenjangan dari perspektif regional adalah perim-
bangan keuangan pusat-daerah dalam P.AD. (pendaparan asli
daerah). Pendapatan ash daerah (PAD) adalah kemampuan Pemda
Tingkar I dan tungkat 1T dalam bidang ekonomi untuk mengeali
sendirt berbagal sumber dana lokalnya. Sumber hukumnyva adalah
UU No 32/1956 tentang perimbangan keuangan. :

Sumber-sumber pendapatan asli daerah, selama in: jauh dari
mencukupi untuk bisa membiayar rumah tangga daerah. Dalam

107




TINATAN

kurun:wakeu hampir tiga dasawarsa, PAD Dari I dan Dati If hanya
mampumembérikan sumbangan antara 15 % hingga 35 % terhadap
total pendapatan-daerah. Dar1 299 Dani II yang-diteliti oleh Depar-
temen Dalam: Neger: dan Universitas Gadjah Mada tahun 1991/-
1992, ‘rercatat:7 1,23 % Daui Il yang ber PAD kurang dari 20 %,
kemudian 22:26 % Daut II-ber: PAD :antara 20,1 % sampai=40 %,
lalu:5,83 % Dari’ll ber PAD 40,1 %, dan sisanya (dua daerah} ber
PAD lebih dari 50 %: (Eepdagr1~UGM 1992).

" Dara-data ‘di ‘atas- sudah'| menunjukkan :lemahnya * posm
keuangan Dau 11 dalam berhadapan - dengan ‘pemerintah - pusat.
Dengan demikiansebagian besar dana keuangan Dari 1T berasal dari
“subsidl” dan "sumbangan” dari-pusat. Kecilnya PAD Dar: I terse-
but berkaitan erar dengan :

- Pertama, sistem pembagian sumber-sumber pendapatan yang
kurang proporsional -selama int. Bukan hanya pusat saja yang
mentkmatl sumber-suraber yang "gemuk" (bea cuka, pajk peng-
hasilan, bearekspor-impor dsb), Dat: I pun agakoya berusaba meng-
uasal sumber-sumber pendapatan yang cukup besar. Dengan
demikian, Datl II hanya menikmati “sisa” berupa sumber-sumber
pendapatan yang sebagian besar ts:rgoloncr sebagal sumber- pendfi—
patan asli daerah vang “kurus® sepert pajak racixo pajak an;mg,
pajak kenderaan bermctor dan tain-lain. -

Kedna, keciinya PAD Dati II juga berkaitan erar dengan ter-
lalu sedikitnva kewenangan yang diberikan kepada Dan H untuk
menangani urusan rumah tang anya sendirl (urusan-urusan oto-
nom). '

Sebagaimana yang telah dlgelaskan sebelumnya, kesenjangan
dar: perspekrif regional akan mempunyai implikasi rerbadap pelak-
sanaan otonomi pada daerah tingkat II. Ada 6 (enam) implikasi dart
kesenjangan dari perspektif regional terhadap pelaksanaan oronom:
di daerah tungkat II. o
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Impl;kasz pertama berkiitan “erav dengan - layak/ tidak la-
Vakmﬂ suatu- Dati T unnik ‘berstatus ‘otonom, Kalau - mengacu
pada: tolak ukur kesenjangan dari perspekrif regional, Kalau peme-
rintah pusat sudah memberlakukan ‘pelaksanaan ‘otonomi-daerah
tingkas 1l disselaruh Indonesia; maka daerah- daerah tmgkat T vang
"belum layak" akan mengalami "kesenjangan" yang’ ‘sangat parah
jika dz%}andmgkan dengan daerah ciaerah tmgkat It yang "leblh
laY'xL" i .

Emphkas; kedw, bcrhubungaa dengan beban pemb1avaan
'pemenntah daerah. ‘Daerah-daerdhi tingkat 1T vang relatif rerbela-
kang akan menanggung beban pembiayaan yang semakin bertam-
bal: besar karena banyaknya urusan dan wewenang kepada ins-
tans)/dinas otonom. Dilihat-dari kesenjangan dari perspektif regio-
nal, maka daerab-daerah tingkat T yang relatif lebib miskin (sum-
berdaya alam, SDM) akan menderita paling parah; karena relatif
kurang mandiri dan relatif tergantung pada subsidi anggaran dari
pemer; mtah pusat yang antarz lain tercermin dari rendahnya PAD
dalam strukrur APBD dan besarnya kontribusi’ dan bantuan peme-
rintah pusat terhadap strukrur APBD; ¥ :

olmplikasi kersga; berkaitan ciengan restrukturisasi kelemba-
gaan pemerintah daerah. Pengalihan tigas-dan siatus daerah tingkat
i1 selain akan memberikan implikasi térhadap semakin meningkat-
nya beban otonomi, juga akan memberikan implikssi terhadap
semakin bertambahnya porsi urusan yang akan dilaksanakan olel
stansi vertikal: Daerah-daerah tingkar IT yang relatif maju lebih
mudah menerima urusan dan beban otonomi ketimbang Dati ‘11
vang terbelakang. :

Implikasi }’eeempac, berkenan dengan 1estmkturzsas1 anggaran
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Adanya restrukturisasi
kelembagaan berimplikasi pada restrukturisasi anggaran. Pola ang-
garan pembiayaan pembangunan berupa transfer APBN yang se-
lama i dialokasikan ke Kandep/Dinas Tingkat I, dialihkan ke
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Dinas Tingkar I Hal ini akan mengakibatkan semua Dari IT harns
makin. kuat menggah aumber—sumber dananya sendiri, Dalam hal
pemedxaan anggaran pembangunan pemerintah yang iditvjukan
kepada. pemerm‘cah daerah; tzngkat 1L pengelolaan dipercayakan
kepada Dagi IT sendiri. sepem yang. tercermin. dalam dana—dana
':Inpres berbentuk "block grant”. . . : L

. Imphkam /ee!vmﬁz bersifat. pOhtiS D’iti*datl II Vang iebzh mdju

.....

vang . terkebelakang Dati. H seoaga; daerah otonom’ yang maju
mermhk; 'nilai politis" vang lebih berat bobotnya dibandingkan
sekedar n1§a1 tekms yang. lebih mudah chkembangkan pen&rapan—
: Imphlxam Keenam berkenan dengan regzorza! dzsperszon
vaitu usaha dari Dau 10 yang relatf maju untuk menyebarkan
keberhasilannya kepada Dau I yang.relatif kurang maju, sehingga
rercipra - semacam- "dispersion” ke tingkat lebih “lanjur. Terjadi
"permberdayaan” daerah tingkat I untuk secara obyekrif menkon-
siderasikan pertumbuhan secara regional. {regional empowerment).
Keenam imphkas: vang telah dijelaskan di atas dengan.sen-
dirinva perlu direfleksikan dalam .upaya konkrer untuk meninjau
kembali kekuatan disintegranf yang dikandung oleh kesenjangan
dart perspeknf regxonal “mumnya’ serta sxgmkaansmva ciengan
pelaksanaan otonomt di Daws 4L I y -

Upm'z ’\/Ienrratasx Kesen}an&an ﬁmtar Wllayah daiam Perspektlf
Peiaksaman Otonomi Dati IT :

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya uniuk
mengatasi kesenjangan dari perspektif regional, upaya mana meru-
pakan‘suatu tema pokok dari pembangunan regional (regional
developrient). Namun selama pola pendekatan pembangunan ‘regio-
nal ‘dr Indonesia masih ‘dilakukan ‘dengan ‘pola ‘sentralisme ketat,
maka selama itu pula pembangunan secara regional tidak akan
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terasa; paéa tingkar. “civil society!, tidak akan:menyebar ke daerah
dan: hanya terkonsentrasi pada.pusat-pusat-pertumbuhan ekonomi
sepert - wilayah ]abotabel\ dll/dsb.. Sehingga..kesenjangan dari
per spektzf regional antara KBI dan KTI tetap akan menganga lebar.

Mesklpun terdapat kesen;angan antara KBI dan KTT, namun
: kesemangaa 1tu - oleh ‘mantan-Menteri- Negara Perencanaan Pem-
_ '-baﬂgunan/ I\etuawBAP?ET\?AS ir Cmand}ar Karrasasmita tidak me-
lebar Selama; Pelita 'V chmla: relah. mengqlaml perbalkan Sebagai
‘conioh PDRE: non-migas KTI naik 8,01 % lebih.tinggi dari KBI
vang hanva naik 7,63 %. Demikian: pula pangsa PDRB KTI vang
gaik dari 15,34 % menjadi 15,78 % dar PDRB nasional dalam
ku:‘uﬂ waktu Pelita V. {(Ginandjar- Kartasasmiza, 1995).

+ Hasil kajian vang dikemukakan oleh Ir Ginandjar Kartasas-
mita. sqalqn dengan hasil studi seorang pakar.ekonomi dari Austra-
lia-Dr Hall Hsl} (1993}, vang memperliharkan vdak gerjadi svawa
pelebaran kesenjangan dari: perspeknf regional i Indonesia, Data
vang, ada. memang. menunjukkan kenaikan vang pesat pada Pro-
pinsi-propinsi dari lnar Jawa, tcfrma_suk Kawasan Timur Indonesia.

Al Otononn dan Desentralisast o - ..

Berhubung ‘dengan masalah-masalah 'yang ak{ual vang diper-
kirakin akan ‘muncul dalam pelaksanaan pemberian otonomi
kepada daerah tingkat II, khususnya‘dalam masa'dua tahun pembi-
naan, pemantauan dan evaluasi, maka tindakan yang perlu di-
lcﬂiu}\.an dalam pelaksanaan vjia coba otonomi adalah sbb :

S0 ‘Melaksanakan pemantauan-dan pelaporan ‘secara ‘obyek-

- uf dan terus menerus atas jalannya penverahan sebagian

~urusan serta pelaksanaannya di daerah d1sertzu hasit dan
kesulitan- kesuhtannya & :

-+ 2. Dapart juga diduga ‘bahwa aspek teknis pelaksanaannya

U merupakan: L.esuhtan utamma di “daerah tingkat 11 dalam

menerima sebagian urusan pemerintahan ini: Diharapkan
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fagar-kesulitanvitn udak mengubah gigasan; melainkan:di-
“ usahakan untuk: menernukan caracaraatae metodd Kerja
2rdan pengorgmlsasmn ‘kerja: yang -lebih_memadal. Selain-
= e-r-imgamsqu kerjadan cara: ker)a, juga-perhatian pada peni-
. -ngkdran kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas
cirdan miemabimi peker;mnva hendaknva lebih keras-di-
:htkan Da}am penenmam ‘pengalihan tugas: pegawa
«dan tingkat pusat matipun 'imgk'at I hendaknya Pemda
it Tingkar Tlémambuat negosiasi yang sebaik-baiknya agar
'zerdapat "The nght ’Vlan Gn The z;.ghl: }ob In The rxght
et S
Kita perlu membua{ berbaga; lansasan’ pola -ker{;asama
~ batle aritar daerah tingkar II ' maupun antara daerah ting-
-+ kat 11 derigantirfigkat Fdan pusat agar iketan antar daerah
manpun- efisiensidan efekiifitas serta suasana kerja yang
“rerbaik dapar dicapai, Makin banyaknya sebagtan urtisan
- dikerjakan ‘bleh daerah tinglac I jangan sampai membuat
- daerdh tingkas. 11 khususnya jangan disalahartikan. men-
jadi  perasaarz *mampu mengerjakan segalanya sendin
secara berlebihan melainkan térutama harus ditekankan
-pada adanya kebebasan untuk menentukan metoda kerja
.. mana yang paling sesuai untuk mencapai hasil terbaxk
. sesua dengar maksud dasamya 5

LS )

Untuk keperiuan ity selama masa uji Loba percontohwn Dan
TT'dalam kerangka otonomi akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Di bidang kepegawaian .akan dilakukan pembinaan oleh
~ ..~ Biro.Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, Kantor
Wasbang/PAN dan Diklat untuk mengambil langkah

L _lmgkah kebijaksanaan vang menyangkut murtasi pega
owal,, pembmaan karier dan meningkatkan kemampuan

_pegawal,
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[

Dt "bidang keleinbagaan akan dizmbil langkah-langkah
oleh Biro Organisasi Direktorat Bina Pemda dan Kantor
2 Wasbang/ P_AT\ suna menentukan: pola‘organisasi Dinas-
sioodinas Daemh TFingkat I, Sekwilda’ Tlngkat H dan Cabang
i Inas, sehingrapelaksanaan: orgamsasm}fa sesual dengan
bobor volume kegiatannya, - ST
#4300 Di bidangikeuangantiakan: dllakul».a .pembmmn oleh
' ._:-Direktorat Keuangan:Daerah; Dn.;en PUOD;, Departe-
“imensKedanganidan. Bappenas ‘guna menenmkan pola-
- pola“pembinkan: yang sumber-sumbernva berasal dari
it isubsidi daerahiotonom, anggaran dari Departemex} Tel:-
" nisterkair (APBIN) maupun APBD. - ERER
4. Melakukan « inventarisasi kekayaan d_a_.erah'- ungkar II
- percontohan ‘yang dilakukan olek Direkstorar Keuangan
«Daerah, Ditjen PUOD dan Departemen Keuangan.
5. D1 bidang pendapatan daerah akan dilakukan langkah-
© + langkah pembinaan yang menyangkut kemungkinan pe-
“oningkatan. dan penyerahan:sumber-sumber  pendapatan
asli :daerah " (PAD), yang ‘melibatkan Direktorat Penda-
patan Daerah, Direktorat Bina Pemda Ditjen PUOD dan
Departemen Keuvangan.
6.  Di bidang pembangunpan daerah’ akan ditakukan pembi-
- - Bdan guna menentukan pola-pola pendanaan dan sisters
. perencanaan pembangunan. yang dilakukan oleh Ditjess
. Bangda, Dli‘)&i’] PMD Bappenas. dan Depar&emen Ke
.vangan. .
Menetapinn tolak ukm (przmmere:«) evaluam 78 Dazl It
- - percontohan guna mengukur tingkat perkembangan oto-
-nomi daerah tingkat II sebalum dan sesuadah program
. percontohan Dati vang dilakukan oleh Universitas Indo-
- nesia, Insutut Hmu Pemerintahandan Badan  Litbang,
- Badan Analisis Keuangan dan Monoter (BAKM) Dep:u
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* temen Keuangan -dan Direlxtorat Bina Pemda Dlt;en

. PUOD. - :
: Kemuﬂgkman mehl«.ukan penyurahqn urusan vang be-

lum diserabkan oleh dua Departemen yaitu Departemen

‘Agama dan Departemen. penerangan serta 1embaga peme-

rintzhan lingkungan hidup. dsb.

- Melakukan inventarisasi urusan-urusan-Dau Fdan Dari II

<. yang diatur. dalam: undang-undang pembentukan daerah

10..

- sebagai. kewenangan- pangkal .dan yang diatur.oleh pera-
- turan pemerintah dan. peraturan.daerah tingkat I sebaga

kewenangan tambahan yang dilakukan oleh Direkrorat
Bina Pemda Badan Litbang dan Kantor Wasbang/PAN.

Kemungkinan perluasan pelaksanaan otonomi daerah
tingkar 1T pada Kabupaten/Kotamadya Dati 1T secara
nasional dilakukan oleh Direktorat Bina Pemda, Badan

. Litbang dan kantor Menpan. -
Menerbitkan peraturan pemerintah tentang penyerahan

- sebagian urusan permerintahan dalam bidang tertentu dar

setiap -Departemen pada Dari I dan . Da‘cl I seluruh

- Indonesta. -

B. Kesenjangan Dalam Perspektif Regional.

Bagaimana méngataasi ketidakberimbangan keuangan pusat-
daerah, secara nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab sem-
bari mengatas1 kesenjangan dari perspektif regional? Jalan keluar
untuk "mengatas:” kesen;angan dalam perspektif regional adalah
sebagai berikut: -

Pertama, dengan jalan mematahkan kendala utama ketim-
pangan dan keterbelakangan. Menurur pola pendekatar: ekonomy,
kendala utama ini dapat-dipatahkan melalui dua kombinast yaitu
(a) kebijakan pembangunan sosial dan (b) kebuakan ekonomi stan-
dar. Kombinasi dua pola kebijakan ini akan "memberdayakan”
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il soczehf sresponsif’ terhadap peluang peiuang ckonomi dalam
“segala’strata ditdaerah- daerah yang relatif terbelakang secara efekrip

dan efzswn Daiam artityang: d1berdqyakan bukan:hanya sumber

daya: manusianya melainkan memper;uangkan martabat manusia-
_nv’a____uelalul saluran demokram dan partisipasi secara luas

~ Keda, mobilisasi kelembagaan ‘Masalah'pokol s syang dihada-

Pl sexcaranw bukanlah ada ataw: tidake: kesenjangan wilayah dari per-

elainkan bagaimana:pola: pembangunan regiomal

- dapat dikonsepsikan dalam perspekti
teksiperkembangan ‘sosial-ekonomi: ciuma dewasa 1ni; maka arah

glea. pan}ang Dalam kon-

yang dituju dalam: pembangunan’ regional“dalam’ }angka panjang
adalah wilayah harus mandiri dan memiliki: daya saing tinggi se-
hingga mampu-untuk berintegrasi ke dalam sistern:perekonomian
nasional dan global.: Salah:satu upaya strategis adalah memobilisasi-
kanseluruh ~potensi; kdembagaaﬁ dalam pembangunan regional
dengan - menapzakan “networking": ‘antara kemandirian lembaga-
lembaga dengan *pemberdayaan’sekonomi-regional sehingga kon-
dusif untuk-melaksanakan.otonomi-daerah-dengan titik berat pada
Dati II secara nyata chnamzs, l:uer'canggmlcr jav ab-dan- berkesmamw
bunoan i e T

© 1T Snatu'y pergeseran fundamenta} perlu dxiakukan untuk me-
mncang pembangunan regmnal yang selmbang dan
“serast, - '
Dalar" ranigka menghﬂangkan d;spantas atau kesenja-
“ngan pembangunan regional“di’ daerdh-daerah tingkat I/-
=H ‘maka‘intervensi- pememntah sangat diperlukan untuk
daerah-daerah “yang “sangat - kekurmaan dalam rangka
penvediaan dan‘subsidi pembangunan 1nfrastruktur
3. Sementara ustuk daerah tmgkat 11 yang sudah melaju
dengan kekuatan sendiri, intervensi pemerintah dapat

p.
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psecara: gradual dikurangi.Untuk menciprakan - keseirnba-

-ngan’ regmnai dibutuhkan .pemerataan dan pembagizn

. lahan-lahan’ usaha: ke:daerah lain. Harus ada. spesxalzsam

-, reglonal. Dengan kata lain dari "regional concentration

of industries” - “dapat men;ach "daerah- daerah mdustrl :

- Jkhusus” seperti Jaborabek. -

.L'J‘I o _

4:. Dengan:adanya. spesmhsam re;xonal 11t maka ciapat di-

-;cxptakan segx tiga per{umbuhan {Mlsalnya bI}QRI)

: '-3-..-_.1angsung menanamkan investasi. dan mengadakan perda~
. gangan: 1angsung/ memasarkan produknya ngsun.g ke
f: RANCANEZArA: i o St

s Untuks mencuptakan speaahsam re;;onal yang- beram

g -penyebamn -investasi:.dan-bisnis -dari - luar ~pemerinitah

pusat ke Dati 11, haruslah ditentukan bidang dan sekror

~ atau produk tertentu apa:yang paling potensial yang-di-

.~ miliki olehdaerah: Setelah spesialisasirejional terpenuh:.,

- diharapkan; persebaran semua - mdusm menu}u tmgkat
- yang lebih lanjut. = . =

Pergeseran fundamental ini harus mengambﬂ bentuk per-
ba;.kan sumber daya manusia (SDM}. Perlu ada insentif
khusus uptuk pembangunan KT, dan-insentif khusus ini

.. sebaiknya dikaitkan dengan pengembangan sumber daya
. manusia. Insentif perlu chpxkn"kan untuk merangsang

perusahaan melakukan "job training” dan mengurangi te-
naga kerja dari luar daerah dan luar negeri. -

 Pemda Dari Il dapat berperan untuk membangun perang-

kat lunak untuk menyeimbangkan pembangunan regio-
nal (m;salnya melalul sarasehan dan konsuleas).

.. Pembangunan. infrastrukeur sosial, sepem Jalan jembatan
- -dan pasar periu d;percepat di Dati II
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Produk unggulan daeran perlu mendapat. prioritas: Hal

.11 dihubungkan dengan ‘pemberian otonomi dengan

o -tk berat _pada Dax I, Dihar apkan agar masy -arakar di
Dati 11 dapar menghamlkan produk unggulan, khususm ra

... yang. memang sesual dengan kondisi alam Dati II ‘dan
. setara. dengan pengezahuan serTa; keterampzlan masyara-

'“<€;Ebf

- katnva, sehingga diharapkan PAD Dari 11, yang bersang—_
kutan dapat meningkat. 4
Perlu- dxkembangkan metoda dan hasﬂ usaha yang Lhas.
. "_'-_'_":dael ah tingkar I dalam ]angka panjang ¢ dalam skala besar
vang akan memberikkan sumbangan yang penting bagi.

Dari II untuk mengantisipasi arus globahsa51 yang nam-

'paknya malsin deras dan besar. -
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